ABSTRAK

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan peristiwa hukum yang
berdampak langsung terhadap keberlangsungan hidup pekerja, khususnya Delivery
Driver yang memiliki posisi tawar lemah dalam hubungan industrial. Dalam
praktiknya, pemberian kompensasi PHK sering tidak dilaksanakan sesuai ketentuan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja,
dan tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 433 K/Pdt.Sus-PH1/2025.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberian kompensasi PHK terhadap
Delivery Driver yang merujuk pada Pasal 1 angka 25 Undang-Undang
Ketenagakerjaan yang mendefinisikan PHK, serta Pasal 156 ayat (1), (2), (3), dan
(4), Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan
perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang diperoleh dari bahan hukum
primer dan sekunder yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa kompensasi PHK telah diatur secara jelas dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Ahli Daya, Waktu Kerja, Waktu
Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), yang merupakan peraturan
pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja, namun pelaksanaannya masih kerap
menimbulkan ketidakadilan. Mahkamah Agung menegaskan kewajiban pengusaha
untuk memenuhi hak pekerja berupa pesangon, penghargaan masa Kkerja,
penggantian hak, dan upah proses. Menurut perspektif hukum Islam, pemberian
kompensasi PHK juga sejalan dengan prinsip keadilan (adl’) dan perlindungan hak

pekerja.
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